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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Program Keluarga Harapan (PKH) 
1. Pengertian Program Keluarga Harapan  
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH 
adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga 
miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir 
miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan 
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
1
 
PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan 
pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga 
miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah 
sulit dijangkau . Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut 
Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial 
PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
2
 
Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau 
jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, 
tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social. Sasaran Program 
Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga sangat miskin (KSM) 
berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta Program Keluarga Harapan 
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 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Keluarga 
Harapan 
2
 Ibid. 
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(PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan 
terdekat.  
Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban 
Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan dalam jangka panjang diharapkan 
dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga 
generasiberikutnyadapat keluar dari perangkap kemiskinan.Pelaksanaan 
ProgramKeluarga Harapan juga mendukung upaya pencapaian Tujuan 
Pembangunan Millenium. Adapun lima komponen tujuan MDG‟s yang 
akan terbantu oleh Program Keluarga Harapan yaitu: Pengurangan 
penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan Dasar, Kesetaraan Gender, 
Pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta Pengurangan 
kematian ibu melahirkan.
3
 
Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang 
kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian 
asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan 
kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan 
kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan 
pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota 
keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang 
disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya
4
.  
                                                          
3
 UNPFA, “Millenium Development Goal‟s (MDG‟s)”, Population and Development 
Strategies, Number 10(2003), 2 
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 Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Program Keluarga Harapan” Dalam 
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Keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) 
disebut rumah tangga sangat miskin (RTSM). Untuk menghindari 
adanya penyalahgunaan dana, misalnya uang bantuan buat kesalon, 
shopping, dan lain sebagainya itu bukan menjadi harapan atau tujuan 
Program Keluarga Harapan (PKH).
5
 Dana bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH) menjadi hak sepenuhnya bagi sasaran untuk merubah 
berbagai permasalahan hidup yang dialaminya, agar tidak terjadi 
penyimpangan dibantu kelembagaan yang mengawasi penggunaan dana 
tersebut. Pada level Nasional dibentuk Tim Koordinasi Unit Pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat), sampai pada level 
Kabupaten terdapat Tim Koordinasi dan Unit Pelaksanaan Program 
Keluarga Kabupaten. Pada level Kecamatan Unit pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan adalah Pendamping Program Keluarga Harapan.
6
  
Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk 
peserta Program Keluarga Harapan yang bertujuan sebagai salah satu 
pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi 
kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan 
hidupnya. Permasalahan yang dialami oleh peserta Program Keluarga 
Harapan saat ini, yaitu kurangnya keyakinan dalam menghadapi 
kehidupan secara mandiri.
7
   
                                                          
5
 Shella Yulia Rosalin, ”Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya 
Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan 
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Peserta Program Keluarga Harapan merupakan orang miskin yang 
hidupnya dibawah rata-rata. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, 
maka program tersebut untuk membimbing warga miskin yang 
pendidikanya lemah dan standar kesehatanya tidak diperhatikan. 
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya untuk mengatasi 
permasalahan kemiskinan tersebut dengan memberikan bantuan secara 
non tunai dan pemberian bekal dalam menciptakan lapangan pekerjaan 
sendiri. Bantuan non tunai tersebut guna membantu pembiayaan sekolah 
dan jaminan kesehatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan 
yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak bergantungan dengan 
bantuan non tunai karena sudah dibekali keahlian tersebut. Program 
Keluarga Harapan yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk 
masyarakat miskin didasari dengan tujuan yang kuat untuk 
mensejahterakan masyarakat miskin.   
Berikut adalah persentase penduduk miskin menurut Kabupaten / 
Kota tahun 2012 - 2018 di Provinsi Jawa Timur : 
Tabel 1.1 : Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 
2012-2019 
 
Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk Miskin 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kab. Pacitan 94,50 91,70 88,90 92,08 85,53 85,26 78,64 
Kab. Ponorogo 101,40 103,00 99,90 91,49 89,77 99,03 90,22 
Kab. Trenggalek 96,90 92,80 90,00 92,17 91,49 89,77 83,50 
Kab. Tulungagung 94,60 91,70 89,00 87,37 84,35 82,80 75,25 
Kab. Blitar 121,60 120,30 116,70 114,12 113,51 112,93 112,40 
Kab. Kediri 209,00 202,70 196,80 199,38 197,43 191,08 177,20 
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah peneliti) 
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Dari data di atas terlihat bahwa angka kemiskinan di beberapa 
wilayah kabupaten atau kota sudah banyak mengalami penurunan. 
Salah satunya adalah Kabupaten Tulungagung dimana selama enam 
tahun berturut-turut angka kemiskinan sudah mulai mengalami 
penurunan. 
 
2. Landasan  Hukum  
Landasan hukum yang mendasari adanya Program Keluarga 
Harapan (PKH) antara lain:
8
 
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan LNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(LNRI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LNRI Nomor 
5589);  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis 
(LNRI Tahun 1980 Nomor  
6. Tambahan LNRI Nomor 3177);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Cacat;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Sosial Lanjut Usia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
                                                          
8
 Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 
Harapan  
16 
 
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan  Daerah Provinsi, Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan LNRI Nomor 4737);  
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2009 tenang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan.  
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LNRI 
Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan LNRI Nomor 5294);  
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 
2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan;  
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8);  
15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 86);  
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;  
17. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang 
Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai 
Peserta Program Keluarga Harapan;  
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang 
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);  
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 567);  
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
254/PMK.05/2015  tentang Belanja Bantuan Sosial;  
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22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang 
Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan 
Fakir Miskin;  
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang 
Program keluarga Harapan
9
. 
 
3. Ruang Lingkup / Sejarah Program Keluarga Harapan  
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan 
sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, 
Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program 
Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program lintas Kementerian 
dan Lembaga, karena aktor utamanya meliputi Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. 
Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga 
ahli PKH dan konsultan World Bank. Dalam Program Keluarga 
Harapan (PKH), bantuan akan diberikan kepada Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya tersebut diwajibkan untuk 
menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk 
pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan 
bagi ibu hamil.
10
 
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama 
masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup 
                                                          
9
 Ibid. 
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Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Program Keluarga Harapan” Dalam 
Http://www.kemsos.go.id  diakses Pada Hari Kamis Tanggal 10 Juli 2019 Pada Pukul 04.43 WIB 
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layak serta mengembangkan dirinya
11
, sehingga dapat melakukan 
fungsi sosialnya dengan baik.  
Konstitusi yang mengamanatkan untuk menyejahterakan 
rakyat kemudian melahirkan Perpres No. 15 Tahun 2010 yang 
mengamanatkan dan membentuk Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
12
, TNP2K merupakan lembaga 
yang secara langsung dibawah kendali Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional (Bappenas). 
Melihat sangat diperlukannya upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat miskin itulah, kemudian Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) mencanangkan Program Keluarga 
Harapan (PKH) di tahun 2006 bekerja sama dengan Bank Dunia.
13
 
Bulan Agustus 2007, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial 
meluncurkan pertama kalinya Program Keluarga Harapan di Kabupaten 
Bone Balango, Provinsi Gorontalo.
14
 Peluncuran tersebut menjadi 
langkah awal dalam meluncurkan program tersebut secara Nasional, 
meskipun pada saat itu masih diluncurkan di 7 Provinsi yaitu di 
Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo dengan percontohan 
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Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat 
Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tenggah Tahun 2009”, Economics 
Development Analysis Journal, Jurnal 1 (September2012), hal.2. 
12
Http://Www.Tnp2k.Go.Id/Id/Kebijakan-Percepatan/Tim-Koordinasi-Penanggulangan-
Kemiskinan-Daerah-Tkpkd/Mengenai-Tkpkd/ Diakses pada Tanggal 22 Juli 2019,Pukul 12.34 
Wib. 
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Edi Suharto Dan Djuni Thamrin, “Program Keluarga Harapan:Memotong Mata Rantai 
kemiskinan Anak Bangsa”, Jurnal,Vol. 3 No. 1(Juni 2012), hal.12. 
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 Ibid. 
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sebanyak 48 Kabupaten/Kota dengan sasaran sebanyak 238.234 Rumah 
Tangga Sasaran Miskin (RTSM).
15
  
Kategorisasi masyarakat miskin sendiri menurut Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional RepublikIndonesia beserta Badan 
Pusat Statistik. Kemudian mendefinisikan miskin berdasarkan konsep 
atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagai 
kriteria keluarga ke dalam limatahapan. Yaitu Keluarga Pra-Sejahtera 
(KPS), Keluarga Sejahtera I (KS-1), Keluarga Sejahtera II (KS-II), 
Keluarga Sejahtera III (K-III), Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III 
Plus).
16
 Kelompok Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan 
KeluargaSejahtera I (KS-I) inilah yang kemudian dikategorisasi oleh 
Bappenas sebagai penduduk miskin. 
Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) 
merupakan kelompok keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya secara minimal, semisal kebutuhan pokok (pangan), sandang, 
papan, kesehatan, pendidikan, serta keagamaan. Sedangkan Keluarga 
Sejahtera I (KS-I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi 
kebutuhan yang sangat mendasar, akan tetapi belum dapat memenuhi 
kebutuhan yang lebih tinggi semisal kebutuhan sekunder.Aspek 
keluarga sejahtera kemudian dikumpulkan dengan indikator sesuai 
                                                          
15
 BPPN, Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Dampak Terhadap 
penyediaan Pelayanan Kesehatan),(Jakarta: Direktorat Penanggulanggan Kemiskinan Kedeputian 
Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan Dan Usaha Kecil Menenggah, 2008),10 
16
 Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 
kedeputian Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan, Laporan Akhir: Evaluasi Pelayanan 
keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin Keluarga Prasejahtera/Kps Dan Keluargasejahtera-
I/Ks-I, (Jakarta: Bappenas, 2010), 9 
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dengan pemikiran para pakar ahli sosiologis dalam membangun 
keluargasejahtera dengan mengetahui berbagai faktor dominan yang 
kemudian menjadikebutuhan para keluarga.
17
 Faktor tersebut antara 
lain, pemenuhan kebutuhandasar, kebutuhan psikologis, pemenuhan 
pengembangan, dan kebutuhan aktualisasi bagi masyarakat 
dilingkungannya. 
Kesejahteraan sendiri merupakan suatu tata kehidupan dan 
penghidupan sosial, material, maupun spritual yang diliputi rasa 
keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang 
memungkinkan setiap warga Negaranya untukmemenuhi kebutuhan 
jasmani, rohani, serta kehidupan sosial bagi dirinya, keluarga, serta 
masyarakat.
18
 Adapun tujuan dikeluarkannya Program Keluarga 
Harapan ini berfokuspada memutus rantai kemiskinan bagi generasi 
berikutnya serta memperbaiki taraf hidup masyarakat yang secara 
esensial menyangkut tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial 
sendiri merupakan sebuah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan 
materi dan non-materi. Mengutip apa yang dikatakan oleh 
Midglye,bahwasannya kesejahteraan sosial merupakan “a condition or 
state of human will-being”.19 
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 Ibid. 
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Euis Sunarti, “Indikator Keluarga Sejahtera:Sejarah Perkembangan, Evaluasi, Dan 
keberlanjutannya”,Jurnal, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), Hal.13 
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Dengan kata lain, bahwasannya kesejahteraan sosial 
merupakan suatukeadaan kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, 
sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya yang dapat dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi 
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
20
 
 
4. Landasan Filosofis 
Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Program Keluarga Harapan sebagai berikut: 
Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin 
dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan 
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program 
perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang 
Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan 
Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan 
penyempurnaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial  
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. 
Peraturan ini mengacu pada :
21
 
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
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 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1dan 2 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (LembaranNegara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
156);9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1125);
22
 
 
5. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan 
Dalam proses penyaluran bantuan program keluarga harapan ini 
memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon penerima. 
Hal tersebut telah diatur juga dalam peraturan menteri sosial nomor 01 
tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kriteria komponen 
PKH terdiri atas: 
                                                          
22
 Ibid. 
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a. Kriteria komponen kesehatan meliputi: 1) ibu 
hamil/menyusui; dan 2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 
(enam) tahun. 
b. Kriteria komponen pendidikan meliputi: 1) anak SD/MI atau 
sederajat; 2) anak SMP/MTs atau sederajat; 3) anak 
SMA/MA atau sederajat;dan 4) anak usia enam sampai 
dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan 
wajib belajar 12 (dua belas) tahun.  
c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi : 
1) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun);dan 2) 
penyandang disabilitas berat.
23
 
 
6. Bentuk – Bentuk Program  
Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2019 
Seluruh KPM PKH berhak mendapatkan program bantuan 
komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, 
ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 
Program-program tersebut antara lain : 
1. Jaminan Kesehatan Nasional  
Seluruh KPM PKH pada saat yang bersamaan juga adalah 
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan 
Nasional. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan 
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masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan 
kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. 
Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas 
meliputi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi yang 
lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak 
dijamin.
24
 
Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini 
tentunya dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Indonesia dalam 
memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang layak. Hal 
tersebut juga memberikan sumbangsih dalam menciptakan 
generasi bangsa kedepan yang lebih sehat dan kuat. 
Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah dalam 
peningkatan pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh Deputi 
II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho bahwa  kebijakan 
Presiden ke depan adalah dari hulu sampai hilir. Tiga di hulu, 
yakni kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, kemiskinan. 
Targetnya memang kita bisa mencapai Universal Health Coverage 
(UHC) untuk kesehatan. Hulunya adalah memastikan kesehatan 
untuk semua.
25
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Oleh karena pentingnya program Jaminan Kesehatan 
Nasionak (JKN) dalam memenuhi kebutuhan kesehatan 
masyarakat maka Pemerintah memberikan perlindungan terhadap 
Kepesertaan PBI diatur dalam Perpres No 101 Tahun 2011. 
Adapun kriteria Peserta PBI adalah sebagai berikut:
26
 
a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) 
Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak 
Mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan, b. 
Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak 
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai 
sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai 
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, c. Orang Tidak 
Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata 
pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar 
iuran bagi dirinya dan keluarganya. Fakir miskin dan orang 
tidak mampu yang teregister.  
 
Adapun kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 
yang teregister sesuai dengan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 
adalah Rumah Tangga yang: 
a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; 
b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan 
untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan 
sangat sederhana; 
c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat 
ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang 
disubsidi pemerintah; 
d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu 
tahun untuk setiap anggota rumah tangga; dan 
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e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan 
anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Pertama;  
f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari 
bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas 
rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut 
atau tembok tidak diplester; 
g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau 
kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas 
rendah; 
h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes 
dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah; 
i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal 
bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran; 
j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan 
k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau 
mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
27
 
 
Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap 
fakir miskin dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 1945) dalam pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin 
dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
28
 Oleh sebab itu maka 
pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan 
perlindungan terhadap fakir miskin agar mendapat perlakuan yang 
layak dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi 
kesenjangan. 
2. Bansos Rastra Seluruh 
Penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan sosial beras 
sejahtera (rastra) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagi 
anggota keluarga. Rastra diberikan sebanyak 10kg per bulan. 
Ketentuan Penerima Manfaat Bansos Rastra adalahsebagai berikut: 
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a. Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah 
di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya 
termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh 
Menteri Sosial. 
b. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu 
Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut 
DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis 
Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. 
c. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data 
Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya 
disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat 
Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 
September 2016 yang diperbaharui melalui Surat 
Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 
Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik 
(BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 
d. Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM 
Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial 
kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. 
Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.e.Untuk 
setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra palingsedikit 
memuat informasi sebagai berikut:i.Nama Pasangan 
Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri;ii.Nama 
Kepala Keluarga;iii.Nama Anggota Keluarga 
Lainnya;iv.Alamat Tinggal Keluarga;v.Kode Unik 
Keluarga dalam DT-PPFM.
29
 
 
Bantuan RASTRA ini telah berubah menjadi BPNT 
(Bantuan Pangan Non Tunai) pada tahun 2019. Pengalihan itu, 
bertujuan untuk mewujudkan 6T dalam menyalurkan bantuan. 6T 
yang dimaksud ialah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, 
Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi. Hal ini 
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sesuai dengan informasi dari Direktorat Jenderal Penanganan 
Fakir Miskin Kementerian Sosial (Ditjen PFM Kemensos) Andi 
Dulung.
30
  
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
BPNT merupakan skema baru pemberian beras sejahtera bari 
KPM PKH lokasi penyaluran non tunai. KPM. Dengan 
menggunakan kartu kombo elektronik, KPM PKH dapat membeli 
bahan pangan berupa berasdantelur. Ketentuan Penerima Manfaat 
BPNTadalah sebagai berikut: 
a.  Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di 
daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang namanya termasuk 
di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. 
b. Sumber data KPM BPNT adalah Data Terpadu Program 
Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM 
yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu 
(PBDT) di tahun 2015. 
c. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola 
DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin, 
selanjutnyadisebut Pokja Data yang dibentuk melalui 
SuratKeputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 
tanggal 21September 2016 yang diperbaharui melalui 
SuratKeputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 
16Maret 2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
danKebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, 
KementerianDalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan 
Pusat Statistik(BPS), dan Sekretariat Tim Nasional 
PercepatanPenanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 
d. Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra 
palingsedikit memuat informasi sebagai berikut: i.Nama 
Pasangan Kepala Keluarga(calon pemilik rekening); 
ii.Nama Kepala Keluarga; 
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iii.Nama Anggota Keluarga Lainnya; iv.Alamat Tinggal 
Keluarga; 
v.Nomor Induk Kependudukan (NIK) jika ada; vi.Kode Unik 
Keluarga dalam DT-PPFM; vii.Nama gadis ibu kandung; 
dan viii.Nomor peserta PKH.
31
 
 
Dari ketentuan diatas diharapkan bahwa penyaluran bantuan 
BPNT ini dilapangan dapat sesuai dengan yang diharapkan dan 
tepat sasaran. Mengingat bahwa bantuan semacam ini biasanya 
mempunyai kendala dalam pelaksanaannya terkait ketepatan data 
penerima bantuan.  
4. Program Indonesia Pintar (PIP) KPM PKH dengan usia 6-21 tahun 
berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar, yang 
bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk 
mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan 
pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan 
Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 
tahun. 
b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah 
(drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan 
ekonomi. 
c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak 
melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan 
di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Lembaga Kursus dan 
Pelatihan. Prioritas sasaran dari penerima Program Indonesia 
Pintar adalah: a. Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 
2014 Pemegang KKS yang ada dalam Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik); b.Siswa/anak dari keluarga pemegang 
KKS yang belum menerima BSM 2014; c. Siswa/anak 
dari keluarga KPM PKH non KKS; d.Siswa/anak yang 
berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti 
Asuhan; e.Konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak 
berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan siswa 
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memiliki lebih dari tiga saudara tinggal serumah; f. Siswa 
dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: 
Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, 
Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
32
 
 
Dana yang diberikan ini merupakan wujud kepedulian 
pemerintah dalam bidang pelayanan pendidikan untuk mengurangi 
kesenjangan dan demi terwujudnya pemerataan pelayanan 
pendidikan di seluruh Indonesia. Dana PIP dapat digunakan untuk 
membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan 
sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik 
tambahan serta biaya uji kompetensi.
33
 
Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, 
dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut: 
a.  Siswa Pendidikan Formal: 1)Terdaftar sebagai siswa/peserta 
didik pada sekolah; 2)Terdaftar dalam Dapodik sekolah; 
3)Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan 
kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud 
b. Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal: 1)Terdaftar 
sebagai anak didik pada SKB/PKBM/lembaga kursus dan 
pelatihan; 2) Diusulkan oleh SKB/PKBM/Lembaga kursus 
dan pelatihan melalui dinaspendidikan kabupaten/kota ke 
direktorat teknis di Kemdikbud; 
c.  Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah: 1)Terdaftar 
kembali di sekolah/SKB/PKBM/Lembaga kursus dan 
pelatihan. 2)Diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/Lembaga 
kursus dan pelatihan melalui dinas pendidikan 
kabupaten/kota ke direktorat teknis di Kemdikbud.
34
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5. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  
KUBE merupakan kelompok warga yang dibentuk dengan 
tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama. KPM PKH 
diharapkan menjadi penerima bantuan KUBE dengan tujuan 
meningkatkan penghasilannya.
35
 E-Warong KUBE PKH merupakan 
hasil kerja sama Kementrian Sosial dengan Bank pelaksana (Bank 
Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia), Badan urusan 
logistic (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera 
(KMIS) untuk mendistribusikan bantuan sosial PKH secara non 
tunai.
36
  
Program e-Warong merupakan penyaluran bantuan sosial dan 
subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan 
sistem perbankan. Dalam hal ini masyarakat penerima bantuan 
diberikan bantuan secara non-tunai dengan cara mengirim dana 
bantuan ke masing-masing rekening penerima manfaat yang telah 
disediakan oleh bank terkait. Selanjutnya penerima manfaat dapat 
membelanjakan dana bantuan pangan ke e-Warong KUBE PKH 
yang telah dibentuk oleh sekelompok anggota penerima manfaat.
37
 
6. Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)  
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Rutilahu adalah program bantuan perbaikan rumah yang 
diharapkan dapat menjangkau KPM PKH termasuk perbaikan 
fasilitas lingkungan tempat tinggal.
38
 Sebagaimana diamanatkan 
dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah merupakan salah 
satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak 
untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar 
manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, 
dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam 
upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan 
kepribadian bangsa.
39
 
7. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut) Aslut merupakan bantuan 
sosial berupa uang serta pendampingan bagi lanjut usia. KPMPKH 
yang memiliki anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 
tahundiberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen 
kesehjateraan sosial.
40
 
8. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) ASPDB 
merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi 
penyandang disabilitas berat.
41
 Anggota keluarga penerima PKH 
yang merupakan penyandang disabilitas berat diberikan bantuan 
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sosial sebagai penerima PKH komponen kesejahteraan sosial. 
Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Pemerintah hadir dalam 
mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih 
berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta 
bermartabat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak 
Penyandang Disabilitas).
42
 
9. Bantuan Sosial Lainnya Bantuan sosial yang berasal dari 
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
43
 
10. Sertifikat Kepemilikan Tanah (Badan Pertanahan Nasional) 
KementerianAgraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya, 
melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
44
 
 
7. Tujuan PKH 
Secara khusus Program Keluarga Harapan bertujuan:  
1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui 
akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 
mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 
keluarga miskin dan rentan; 
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2. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga 
Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan 
pendidikan serta kesejahteraan sosial; 
3. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 
4. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 
Keluarga Penerima Manfaat.
45
 
 
Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan 
Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan 
nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan 
pengentasan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan dibidang 
perlindungan sosial. Program bantuan Tunai bersyarat atau yang disebut 
dengan Conditional Cash Transfer (CCT), yang telah dilaksanakan di 
beberapa negara dan cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan 
yang dihadapi Negara-negara yang melaksanakan CCT.
46
 
Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama atau bukan 
merupakan lanjutan dari program bersubsidi atau Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) yang sudah berlangsung saat ini dalam rangka 
membanturumah tangga miskin yang mempertahankan daya beli pada 
saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga 
Harapan (PKH) disini bermaksud sebagai upaya membangun sistem 
perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka 
mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk 
miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi 
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selama ini. Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan 
program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 
pertama strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini 
merupakan program bantuan bersyarat yang berkaitan dengan 
persyaratan pendidikan dan kesehatan. 
47
 
Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam 
mempercepat pencapaian-pencapaian tujuan pembangunan Millenium 
(Millenim Development Goals/ MDGs). Sedangkan Program Keluarga 
Harapan mempunyai tujuan yaitu didirikan Program Keluarga Harapan 
(PKH) desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung 
adalah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui 
akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, 
mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 
miskin danmenciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga 
penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan 
serta kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 
antar kelompok pendapatan.
48
 
Maka, dengan adanya tujuan Program Keluarga Harapan tersebut 
peserta Program Keluarga Harapan di seluruh Indonesia khususnya di 
Desa Gondosuli diharapkan mampu memiliki akses yang lebih baik 
untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu : kesehatan, 
pendidikan, pangan dan gizi, termasuk juga menghilangkan kesenjangan 
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sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat 
pada diri masyarakat miskin di desa Gondosuli Kecamatan Gondang 
Kabupaten Tulungagung. 
 
B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga 
Harapan  
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 
Keluarga Harapan mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH termuat dalam 
pasal 1 yang berbunyi : 
1. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 
keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu 
penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi 
Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima 
manfaat PKH.  
2. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau 
jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat 
miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social. 
49
 
 
Sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang dibahas dalam 
penjelasan sebelumnya maka PKH diharapkan bisa memberikan kontribusi 
besar dalam membantu memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat rentan miskin. Hal ini tertuang dalam pasal 2 
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Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 
Harapan. 
PKH mempunyai tujuan yaitu : 
1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat 
melalui akses layanan pendidikan, kesehatan  dan kesejahteraan 
social ;  
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 
keluarga miskin dan rentan;  
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga 
Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan 
pendidikan serta kesejahteraan sosial; 
50
 
 
Dalam penyalurannya PKH diharapkan juga untuk mampu 
menjangkau masyarakat yang benar – benar membutuhkan. Maka dari itu 
pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan  yang telah diberlakukan hal 
ini tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Program Keluarga Harapan. 
Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan 
rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir 
miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau 
kesejahteran sosial.
51
 
 
Untuk pemilihan anggota penerima PKH juga memiliki kriteria 
tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 5 yang 
berbunyi : 
Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
meliputi: a. ibu hamil/menyusui; dan, b. anak berusia 0 (nol)sampai 
dengan 6 (enam)tahun. 
Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
meliputi: a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyahatau sederajat; 
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b.anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyahatau sederajat; 
c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyahatau sederajat; dan 
d.anak usia6 (enam)sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang 
belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun  
Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 meliputi: a.lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh)tahun; dan 
b.penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat
52
 
 
 
C. Fiqih Siyasah 
1. Pengertian Fiqih Siyasah  
Pengertian Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat 
majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara 
etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar(gerund) dari tashrifan kata 
faqiha yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan 
akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan 
tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan 
sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara‟yang bersifat perbuatan yang 
dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
53
 Sementara mengenai asal kata 
siyasah terdapat tiga pendapat : 
1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah 
berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang 
mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya 
sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan 
kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan 
yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan 
Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku 
tindak pidana tertentu.  
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran 
tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.   
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3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa 
arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-
siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau 
melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna 
yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai 
pemelihara kuda.
54
 
 
Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang 
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 
mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
55
 Fiqih siyasah 
merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, 
siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara 
pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan, dan 
kepada siapa pelaksaan kekuasaan mempertanggungjawabkan 
kekuasaannya. Pengertan Fiqih juga ditemukan dalam sabda Rasulullah 
Saw, yang berbunyi
56
: 
 
Artinya : Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang 
berhubungandengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan (di-
istinbath-kan)dari dalil-dalil yang jelas (tafshili)
57
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2. Siyasah Maliyah  
Siyasah Maaliyah adalah politik yang mengatur sistem 
ekonomi dalam Islam. Sejalan dengan yang dikatakan oleh A. 
Mudhofir dalam bukunya yang berjudul “Jihat Tanpa Kekerasan”, 
bahwa politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (kebijakan) 
yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap 
individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap 
(kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kemampuannya. 
Untuk itu semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk 
menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) 
terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang yang hidup di 
negara Islam sesuai dengan syari‟at Islam.58 
Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari 
al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-
khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah 
maliyahini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, 
terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah 
salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena 
menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
59
.  
Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, 
mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan 
peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang 
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miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan 
Negara, baitulmal dan sebaginya. Di dalam fikih siyasah maliyah 
pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan 
rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi 
fikih siyasahmaliyah adalah mengatur politik keuangan. 
60
 
Dalam fikih siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya 
untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di 
harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha 
dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, 
infak, shadaqah yang diwajibakn peda setiap umat orang kaya yang 
telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah 
SWT.
61
 Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad 
SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum 
muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.
62
 
Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam 
mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara demi 
kemaslahatan bersama khususnya masyarakat yang membutuhkan 
bantuan seperti fakir miskin. Dalam fiqih siyasah maliyah ini nantinya 
akan diatur bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk 
mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar 
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kesenjanganantara keduanya tidak semakin melebar.
63
 Islam 
merupakan agama yang peduli terhadap kemaslahatan umat, tidak 
hanya sebagian umat saja tapi keseluruhan. Hal ini terbukti bahwa 
syariat yang ada bersifat universal bukan regional, inilah cerminan 
dari agama Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam.
64
 
Islam merupakan agama yang peduli terhadap kemaslahatan 
kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam Islam juga diatur tentang 
cara pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi 
rakyatnya. Hal ini karena setiap pemimpin itu mempunyai 
tanggungjawab yang besar selain mengarahkan rakyatnya untuk 
menaati hukum yang ada, pemerintah juga mempunyai kewajiban 
untuk berbuat adil salah satunya dengan memberikan kesejahteraan 
yang merata bagi seluruh rakyatnya.
65
 
1) Ruang Lingkup Fikih Siyasah Maliyyah 
Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam 
mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk 
kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah 
adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk 
mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar 
kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin 
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melebar
66
. Islam menjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi 
oleh orang fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang 
seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar 
masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari 
kehimpitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia 
ini dalam al-quran surat Hud ayat 61 sebagai beikut: 
 
 
 
Arti: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 
Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 
kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 
karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) 
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".
67
 
 
 
Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah 
(623 M) atau tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran 
negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang 
kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan 
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penanggung jawab dari keseluruhan administrasi Rasulullah 
tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, 
kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. 
Pada fase awal ini hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan 
tidak mendapat upah.
68
 
Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal. 
Pada waktu Perang Badar di tahun 2 Hijriyah, sejak itu negara 
mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang 
(ghanimah) yang disebut dengan khums (seperlima), berupa 
kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan 
dalam peperangan
69
. Selain dari Khums, akibat peperangan 
tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan 
dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam Perang Badar 
orang Mekkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan 
oleh kaum Muslim. Rasulullah kemudian menetapkan besar 
uang tebusan rata-rata 4000 dirham setiap orang, tetapi bagi 
tawanan yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar 
membaca masing-masing 10 orang Muslim.
70
 
Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem 
ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, 
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berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 
kelompok, yaitu ghanimah, shadaqah, fai. Klasifikasi ini juga 
dikemukakan dengan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya 
Majmu‟atul Fatawa71. Ibnu Taimiyah dalam mengklasifikasikan 
seluruh sumber pendapatan negara mempertimbangkan asal-usul 
dari sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya. Seluruh 
sumber pendapatan di luar ghanimah dan sedekah, berada di 
bawah nama fai.
72
 Berikut penjabaran dari sumber-sumber 
pendapatan negara menurut Islam yaitu : 
1. Zakat  
Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang 
diwajibakan Allah untuk memberikan kepada orang yang 
berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke 
empat. zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang 
diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan 
beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam 
dan hukumnya fardu „ain atas tiap tiap orang cukup syarat-
syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan 
manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih - lebihan 
kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat - sifat 
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kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta 
bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada 
umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat 
maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang 
mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat 
rikaz, dan zakat fitrah.
73
 
Ada delapan golongan orang yang berhak menerima 
zakat. Suatu ketika Umar bin Khatab pernah menyalahkan 
Abu Musa al-Asy‟ari yang telah mengangkat pegawai pajak 
dari non-muslim, dan beliau berkata: katakanlah kepada 
sekretarismu untuk membaca Alquran.‛ Abu Musa al-
Asy‟ari menjawab: ‚dia adalah seorang Nasrani, tidak 
pernah masuk masjid.‛ Kemudian Umar berkata: ‚ jangan 
pernah kalian menghormati mereka, karena Allah sudah 
menghinannya, dan janganlah kalian memberi amanat 
kepada mereka karena Allah sudah menganggapnya sebagai 
orang yang berikhianat. Zakat itu diberikan kepada mereka 
untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang 
membahayakan imannya, sertauntuk melemah lembutkan 
hati mereka. Jika islam sudah Berjaya dan jumlah orang 
Islam sudah banyak dan mereka enjadi kuat dan dahsyat, 
maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang 
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yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan 
atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.
74
 
2. Harta Ghanîmah  
Harta ghanîmah secara etimologi berari rampasan 
perang
75
 atau harta yang diambil masyarakat Muslim dalam 
sebuah peperangan dengan bentuk yang syah dan dibolehkan 
dalam agama (halal).
76
 Harta ghanîmah disebut pula dengan 
al-Anfâl, al-Nuhbah dan al-Salab. Kata al-Anfalterdapat 
dalam al-Qur‟an Surat al-Anfâl ayat pertama berbunyi : 
 
Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang 
pembagian harta rampasan perang. Katakanlah: ”harta 
rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul18, sebab 
itu bertaqwallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan 
diantara sesamamu, dan ta‟atlah kepada Allah dan Rasul-
Nya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman”. (QS.Al-
Anfâl:1)
77
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Jadi jelaslah bahwa harta ghanîmahitu ada dalam 
Islam dan harta tersebut sah untuk dipakai setelah ada 
pembagian untuk Allah dan Rasul-Nya yaitu 1/5 bagian. 
Pembagian harta ghanîmah menurut Amirul Mukminin 
Umar Ibn al-Khaththab adalah hanya diperuntukan bagi 
mereka yang ikut berperang, ”maka untuk yang 
menggunakan kuda diberikan 3 bagian dan yang berjalan 
kaki hanya satu bagian.”78 
Harta ghanîmah atau al-anfâl adalah harta yang 
diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui peperangan dan 
pertempuran. Dihalalkannya harta ghanîmah sesuai dengan 
petunjuk Allah dalam al-Qur‟an surat al-Anfâl ayat 69 yang 
berbunyi: 
 
 
Artinya : Maka makanlah dari sebagian rampasan perang 
yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal 
lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 
Maha Pengampun, Maha Penyayang.
79
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3. Harta Fa’i 
Fa‟i secara etimologi berati pajak.80 Secara 
epistimologi fa‟i berarti harta yang diperoleh dari musuh 
Nonmuslim bukan dari peperangan, tetapi orang-orang 
Nonmuslim memberikannya secara suka rela dan ikhlas 
(tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya 
perjanjian dengan pemerintah Islam).21
81
 Termasuk 
kedalam harta fa‟i adalah harta jizyah(pajak yang di pungut 
dari Non muslim). 
Jadi jelaslah harta fa‟i adalah harta halal untuk umat 
Islam karena al-Qur‟an telah menjelaskan kehalalan harta 
tersebut, diperbolehkan mengambil dan meng-konsumsinya, 
harta tersebut didapatkan dari orang-orang kafir tanpa ada 
paksaan dan kekerasan. 
4. Al-Kharaj 
Hal lain yang diambil untuk Baitul maal selain dari 
hasil peperangan adalah Kharaj. Kharaj artinya bea, pajak 
dan belasting
82
, akar katanya adalah Kharaja-Yakhruju 
khurujan. Artinya keluar atau sejenis pajak yang dibebankan 
atas tanah yang dimiliki oleh nonmuslim.
83
 Dalam istilah 
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syar‟i kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang 
ditaklukan oleh pasukan Islam
84
. Makna lain dari 
kharajadalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala negara 
kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian 
perlindungan negara.
85
 
5. Harta Jizyah 
Kata Jizyah berasal dari kata jazâ-yajzi yang berarti 
balasan.
86
 Kata jizyah juga diartikan dengan al-Dharibah 
bermakna upeti pajak.
87
 Menurut istilah syara‟ makna jizyah 
diartikan dengan sejumlah mata uang yang terpikul pada 
pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum 
muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin 
dari ahli kitab.
88
 
Jadi bisa dikatakan bahwasanya jizyah adalah 
kewajiban keuangan atas penduduk non-muslim di negara 
Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan 
property dan kebebasan untuk menjalani agama mereka 
masing-masing. Ketentuan fai ini terdapat di dalam surat At-
Taubah ayat 29 yang berbunyi: 
 
 
                                                          
84
 M. Rawwas Qal-Haji, Ensiklopedi, hal. 85 
85
 Ibid., hal. 86 
86
 Ibrahim Musthafa, Al-Mu‟jam, hal. 120 
87
 Attabik Ali, Kamus, hal. 673 
88
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia, hal.852 
51 
 
 
Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman 
kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan 
mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh 
Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama 
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 
keadaan tunduk”. 
6. Harta ’Usyr 
Di kalangan ahli fiqih, sepersepuluh („ushr) memiliki 
dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang 
disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil 
dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana 
distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-
pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan 
membawa barang dagangan.
89
 
Jadi yang dimaksud „ushr di sini adalah sebagaimana 
pengertian pertama, hal ini sejalan dengan pendapat 
Muhammad Sharif Chaudhry dalam bukunya Fundamentals 
of Islamic System mengatakan “ushr berarti sepersepuluh.Ini 
merupakan suatu pajak atas hasil pertanian.„Ushr sering juga 
                                                          
89
Gusfahmi, Pajak Menurut..., hlm. 99 dalam http://repo.iain-
tulungagung.ac.id/11510/5/BAB%20II.pdf  diakses pada Selasa, 30 Juli 2019 pukul 10.40 WIB 
52 
 
digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, sebab tidak 
ada garis tegas antara zakat dan „ushr di dalam fiqh. Istilah 
„ushr tidak ditemukan dalam Al-qur‟an, tetapi dua ayat (QS 
Al-Baqarah : 267 dan QS Al-An‟am : 141) diambil sebagai 
acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa.
90
 
 
D. Penelitian Terdahulu 
Untuk memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa 
sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna 
mengetahui dan memperjelas perbedaan yang subtansial antara penelitian 
ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang hendak dilakukan dapat 
dibandingkan dengan 5 penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh: 
Pertama, Muhamad Rafiudin dalam rangka penulisan skripsi yang 
berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan 
Wanasalam Kabupaten Lebak”. Dari penelitian ini berisi tentang bagaimana 
bentuk program PKH di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Kondisi 
rumah tangga sangat miski (RTSM ) di Kecamatan Wanasalam sejak 
diimplementasikannya PKH di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa sosialisasi pendamping Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam tidak bisa diterima atau 
difahami oleh semua pihak masyarakat, karena sosialisasi pendamping 
Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada penerima 
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bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saja, pendataan dalam 
menentukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukaan 
dengan terstruktur akan tetapi pendataan tersebut tidak tepat sasaran, maka 
dari itu perlu adanya pendataan ulang sehingga penerima Program Keluarga 
Harapan (PKH) tidak salah sasaran.
91
 
 Perbedaan penelitian diatas dengan dengan penelitian saya ialah 
penelitian oleh Muhamad Rafiudin dalam skripsinya berfokus pada 
implementasi PKH secara umum di Kecamatan Wanasalam Kabupaten 
Lebak sedangkan penelitian saya berfokus pada  PKH berdasarkan 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 
Harapan dan ditinjau dari fiqih siyasah. 
Kedua, Rani Isnani dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul  
“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa KarangRejo 
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa Program ini masih harus diperluas sehingga mampu 
mencakup seluruh Keluarga Sangat Miskin. Metode pendataan calon peserta 
harus lebih tepat dengan cara melakukan kunjungan langsung ke rumah-
rumah calon peserta.
92
 Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada 
rumusan masalah. Penelitian saya berfokus pada PKH berdasarkan 
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Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 
Harapan dan ditinjau dari fiqih siyasah. 
Ketiga, Urika Tri Astari dan Argo Pambudi, M.Si.,FIS, dengan 
penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan Di 
Kecamatan Pandak Bantul”. Peneliti berpendapat kementerian Sosial 
seharusnya mampu meningkatkan transparansi terkait data target sasaran 
penerima PKH sehingga pemerintah desa, masyarakat umum dan 
stakeholders lainnya bisa membantu memonitor perkembangan pelaksanaan 
PKH sebagai program pengentasan kemiskinan.
93
 Perbedaan dengan 
penelitian saya terletak pada rumusan masalah. Penelitian saya berfokus 
tidak hanya  pada  PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan namun juga ditinjau dari 
fiqih siyasah. 
Keempat, Shella Yulia Rosalina dengan skripsi yang berjudul 
“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan 
Kemiskinan Di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan 
Penyuluhan Islam)” skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan 
serta analisis bimbingan dan penyuluhan Islam terhadap pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan(PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di 
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Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
94
 Perbedaan dengan penelitian saya 
berfokus pada  PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Program Keluarga Harapan dan ditinjau dari fiqih siyasah.  
Kelima, Ratna Amaliae dengan skripsi yang berjudul “Implementasi 
Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bulus Pesantren 
Kabupaten Kebumen” Skripsi ini berisi tentang implementasi PKH, 
menemukan faktor penghambat dan upaya mengatasinya di Kecamatan 
Bulus pesantren Kabupaten Kebumen. 
95
. Perbedaan dengan penelitian saya 
ialah pada lokasi yang diteliti, lokasi penelitian saya berfokus pada satu desa 
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Ratna Amaliae meneliti pada 
tingkat kecamatan. Perbedaannya juga terletak pada penelitian saya 
berfokus pada  PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Program Keluarga Harapan dan ditinjau dari fiqih siyasah. 
Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas 
tentang “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gondosuli 
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung”. 
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